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PUTUSAN
Nomor : 714/Pdt.G/2012/PA.Sgm.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang
diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA,
bertempat kediaman di, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Bupati Gowa,
pendidikan SMA, bertempat kediaman di, Kecamatan Somba Opu,
Kabupaten Gowa; selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan

saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05
Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungguminasa Nomor: 714/Pdt.G/2012/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil
gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa sebagaimana bukti berupa
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Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 570/95/VI1/2007, tertanggal 25 Juli

2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah Kontrakan di Pao-Pao
Permai, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 1 tahun, kemudian
pindah di, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa selama 4 tahun, sampai
bulan Juli 2011;;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak bernama Anak, umur 4 tahun Anak tersebut saat ini ikut bersama
Penggugat;

4. Bahwa sejak sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering
muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun
lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan
anaknya, sebabTergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah
tanpa keperluan yang jelas;

b. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat, dan nanti setelah ada orang datang menagih hutang di rumah
baru Penggugat mengetahuinya, dan  Penggugat tidak mengetahui
Penggugnaan uang pinjaman tersebut;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat terjadi pada bulan Juli 2011, dimana Penggugat pergi meninggalkan
Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan/seizin dengan
Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai

sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan
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kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah

memberikan nafkah kepada Pengugat;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat
sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama
Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat Tergugat terhadap penggugat

Penggugat

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir
sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirnya itu
disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa selama persidangan pihak Penggugat hadir ke persidangan namun

Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai

kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil sedangkan tidak ternyata bahwa

tidak datangnya tersebut bukan merupakan halangan hukum yang sah, sehingga
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mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat

dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian
agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
bukti-bukti surat berupa:

a. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa Nomor: 570/95/
VII/2007 Tanggal 25 Juli 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya (bukti P...);

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai
berikut:

Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-

saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;, yang menerangkan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah anak kandung saksi.

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja,
setelah beberapa lama tinggal di, mulai muncul perselisihan. karena tergugat
yang sering tidak pulang kerumah, dan masalah utang-utang yang diambil
oleh tergugat tanpa sepengetahuan penggugat;

- Bahwa utang tergugat ada di Bank, Koperasi dan ada juga cicilan motor dan

semua utang-utang tersebut tanpa sepengetahuan penggugat;
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- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

- Bahwa sejak bulan Juli 2011 sampai sekarang penggugat dengan tergugat
tidak tinggal serumabh;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat samapai sekarang tidak

pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya;

2. Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di
Pallantikang (belakang Kantor Lurah Katangkah Kelurahan Katangkah,
Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa., yang menerangkan di bawah
sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kakak kandung
saksi

- Awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun-rukun saja, namun
satu tahun terakhir saya tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat
tinggal bersama;

- Bahwa saksi sering nginap dirumah ibu, dan disana penggugat dengan
anaknya juga tinggal tetapi saya tidak pernah melihat tergugat;

- Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab karena mengambil utang di
koperasi tanpa sepengetahuan penggugat, tetapi penangihnya menagih utang
kepada penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak
keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun

lagi, dan selanjutnya mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim

menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan
menjadi bagian dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti
diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu
pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat
dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak
datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan
suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan
beralasan; karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang
menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan
secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat
untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada
pokoknya penggugat menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil bahwa
keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan
perhatian yang wajar kepada penggugat dan anaknya, tergugat sering pulang ke
rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tergugat sering berhutang kepada
orang lain tanpa sepengetahuan penggugat Yang berujung keduanya pisah tempat

tinggal sejak juli 2011.
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Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan penggugat mengajukan

bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan
ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti
penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang
sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memberikan
keterangan yang saling relevan dengan dalil gugatan penggugan dan keterangan
saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan
berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima
dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan
dalil gugatan penggugat dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai
berikut:

e Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat
perkawinan yang sah.

e Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina
rumah tangga bersama dan telah dikaruniai satu orang anak.

e Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran karena tergugat sering tidak pulang ke rumah
dan masalah-masalah utang yang diambil oleh tergugat tanpat
sepengetahuan penggugat.

e Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat
tinggal sejak Juli 2011;

e Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan

sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis

hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua
belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud
lagi hubungan yang harmonis karena tergugat sering tidak pulang ke rumah dan
masalah-masalah utang yang diambil oleh tergugat tanpat sepengetahuan
penggugat

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal sejak Juli 2011,
maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami
istri, masing-masing pihak tidak saling menperhatikan dan memperdulikan lagi
sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal
berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah,
mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir
dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya
perdamaian dari keluarga serta dari majelis hakim namun penggugat tetap
menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah
pecah (broken merriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan
penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka
sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) majelis hakim menjatuhkan talak satu bain

sughra tergugat terhadap penggugat.
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Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, juga tidak

mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan
penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum,
maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan
verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib adminstrasi pecatatan perceraian pada
Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat,
maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum
tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

e Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

e Menjatuhkan talak satu ba’in shugraa tergugat, Tergugat, terhadap
penggugat, Penggugat;

e Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk
menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
201.000,- (Dua Ratus Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim
pada hari Kamis tanggal 27 November 2012 M, bertepatan tanggal 13 Muharram
1434 H, oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, sebagai ketua majelis, Sultan, S.
Ag, SH., MH dan Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI masing-masing sebagai
hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani, sebagai panitera pengganti, pada
hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan

dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd

Sultan, S. Ag., M.H Dra. Hj. Martina Budiana Mulya
ttd

Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI
Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara:

1. Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 110.000,-
4. Redaksi Rp.  5.000,-
5. Meterai Rp.  6.000,-
Total Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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